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Perihal

: M.A./Pemb./1021/75
; Sita jaminan Kepada Yth. :
{conservatoir beslag} . Semua Ketua Pengadilan Tinggi

dan Hakim Pengadilan Tinggi
Ii. Semua Ketua Pengadilan Negeri
dan Hakim Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Neomeor : 05 Tahun 1975

Walaupun telah dua kali dikeluarkan petuniuk oleh Mahkamah Agung
perihal sita jaminan (conservatoir beslag) yaitu tanggal 7 November (934 dan
tanggal 21 November 1935, namun dalai: praktek masih terdapat kesalahan-
kesalahan mengenai penerapan lembaga sita jaminan, baik vang berhubungan
dengan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang maupun dalam cara
pelaksanaamya.

Oleh sebab itu Mahkamah Agung masth merasa perlu untuk
mengeluarkan surat edarvan lembaga sita jaminan ini untuk dilaksanakan

1. a
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agar para hakim berhati-hati sekali dalam  menerapkan atau
menggunakan lembags sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-
kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-
undang (Pasal 227 H.LR./261 R.Bg.};

agar diingat adanva perbedaan syarat dan sifat antara conservaroir
beslag dan revindicatoir beslog seperti ditentukan dalam peraturan-
peraturan yang bersangkutan;

agar dalam surat permohongn  conservatoir beslag serta surat
ketetapan vang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang
menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu,
vang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang
mengabutkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian



lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh
pemohon;

agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh
melampauni nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi
seimbang dengan vang digugat;

agar lebil dulue dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan
baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai
benda-benda bergerak it tidak akan mencukupi;

agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.1L.R./213
R.Bg. dan Pasal 199 H.LR./214 R Bg. mengenai benda-benda tetap
yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk it di
Pengadilan Negeri dan bahwa iembusan berita acara harus
disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah {Agraria) atau Pejabat
vang bertugas membuat akte juai-beli fanah sehingga fidak akan
terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan
it

agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon,
karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pas{i perkara
akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti
akan witvoerbaar bij voorraad,

Diharapkan babwa dikemudian hari dengan adanya surat edaran ini
tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan disamping
surat edaran ini hal-hal itu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua
Penpadilan Negeri ditekankan kepada para hakim dan para jurusita
baik dalam pertemuan biasa maupun dalam rapat-rapat kerja.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
ttd.
(Prof. OEMAR SENG ADJI, 8H.)
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MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG

PERADILAN PERDATA

Hal putusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan duly meskipun ada
perlawanan atau permohonan banding atau kasasi.

Menurut jiwa dari peraturan tentang hal ini, peraturan itu merupakan
suate kekecualian. Maka meskipun syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang untuk memungkinkan menjalankan putusan dulu, telah
dipenuhi, toh sebaiknya jangan mudah membuka kemungkinan ini.

Kalau kemungkinan ini dibuka {uitvoerbaar verklaard bij voorraad),
maka sebaiknya selalu ditetapkan pula, bahwa putusan dapat dijalankan
dengan atau tidak dengan jaminan (mer of zonder zekerheidsstelling).
Terserah kepada Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan apakah
dalam perkara tertentu jaminan itu diminta atau tidak. Tetapi Mahkamah
Agung menganjurkan, supaya selaku kebiasaan meminta jaminan itu.
Ujud dan jumlah dari jaminan itu terserah kepada kebijaksanaan Hakim
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Kebijaksanaan itu juga meliputi hai-hal yang atau tidak memerintahkan
dijalankannya putusan. Artinya, meskipun telah ditetapkan putusan dapat
dijalankan dulu, maka apabila di tempat ada keadaaan istimewa, secara
bijaksana hakim toh dapat mempertangguhkan dijalankannya putusan.
Mungkin sekali keadaan istimewa itu tidak dikira-kirakan oleh hakim
pada waktu putusan dijatuhkan.

Pada umumnya masih ada dua pendapat yang berlainan tentang soal,
apakah dalam jual beli tanah dan/atau gadai tanah adalah suatu syarat
mutlak, bahwa persetujuan itu diadakan di muka Kepala Desa atau
Pagirah dan lain-lain pejabat semacam ini,

Dalam hai ini Hukum Adat ditempatlah yang menentukannya.

Maka kalau dalam suatu perkara ternyata atau diragukan bahwa in casu
Kepala Desa itu tidak diminta campur tangan, Mahkamah Agung
menganjurkan, terutama kedua belah pihak berlainan pendapat tentang
persoal-an tersebut, supaya diadakan penyelidikan khusus tentang apakah
yang dalam hal ini ditentukan oleh Hukum Adat di tempat.



Penyelidikan harus dilakukan sedemikian rupa, bahwa :

a. diteliti, apakah dulu-dule sudah ada putusan-putusan dari Pengadilan
di tempat ity yang memutuskan, bahwa campur tangan Kepala Desa
itn adalah syarat mutlak atau tidak.

b. didengar selaku orang ahli {deskundigen) orang-orang tua serta cerdik
pandai dari tempat itu tentang persoalan ini, dalam hal mana kepada
para ahli ifu janganlah ditanyakan pendapatnya, melainkan
ditanyakan, apakah mereka mengalami sendiri atau mendengar secara
langsung atau hampir langsung dari yang berkepentingan, bahwa di
tempat it telah pernah terjadi suatu jual beli tanah atau gadi tanah
tanpa campur tangan Kepala Desa atau Kepala Marga, yang toh
dianggap syah juga oleh masyarakat, artinya tidak ada reaksi terutama
dari Kepala Desa atau Kepala Marga sendiri atau dari para sanak
keluarga dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyelelidikan isi hukum adat secara yang dikatakan pada No. 2 tadi, juga
harus diadakan, apabila timbul persoalan, apakah suatu keadaan tidak
selayalmya dapat diganggu gugat, berhubung dengan lampau wakiu
(veriaring), dalam hal mana, kalau pengaruh lampan waktu ity memang
ada, seberapa boleh diusahakan mendapat ketegasan tentang panjang atau
pendeknya jangka waktu itu.

Ternyata bahwa di pelbagai daerah ada banyak kesulitan mengenai soal
anak anglat,

Hukum Islam terang tidak kenal anak angkat ini, maka di daerah-daerah
dimana vengaruh agama Islam adalah agama mendalam, sekiranya hukum
adat pun tidak mengenal anak angkat ini.

Di daerah-daerah dengan hukum adat yang betul-betul mengenai anak
angkat ini, harus diingat, bahwa justru oleh karena anak angkat itu sama
kedudukannya dengan anak biasa, antara lain dalam hal warisan, maka
haruslah diteliti dengan scksama, apakah betul-betul ada terjadi
pengangkatan anak.

Haruslah terbukii bahwa si anak itu dipandang dan diperlakukan oleh
yang mengangkat selaku anak kandungnya sendiri lahir dan batin. Kalau
ini tidak terbukti, maka hanya ada pemeliharaan orang lain selaku anak.
Dan inilah bukan anak angkat. _

Kesimpulannya ialah : jangan lekas menganggap adanya anak angkat.
Para Hakim Pengadilan Negeri patut diperingatkan pada Pasal 1 ayat (3)
dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1951, yang mempertahankan sepenuh-
nya hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada
Hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3a R.O. (Reglement Rechterlijke Organisatie)

Dengan adanya istilah “tanggung renteng” Hukum Adat mengenal
kewajib-an beberapa orang secara “ieder hoofdelijk aansprakelijk van het
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geheel” dalam hukum petrjanjian, yaitu beberapa orang bersama-sama
berjanji untuk melaksanakan suatu kewajiban secara demikian, bahwa
mereka masing-masing dapat dituniut memenuhi kewajiban sepenuhnya,
iiiak hanya sebagian, tergantung jumlah orang-orang itu.

ini belum berarti, bahwa dalam hal beberapa orang bersama-sama
dipermasalahlcan melakukan perbuatan melanggar hukum {(omrechimatige
daad), Hukum adat juga mengenal kemungkinan ada “tanggung renteng”
atau “hoofdelijkheid”.

Hendaknya para hakim mencurahkan perhatian dalam hal ini secara
mengadakan penyelidikan tentang isi Hukum Adat tentang scal ini.

Kadang-kadang terjadi oleh seorang hakim dalam perkara pengusiran dari
sebuah rumah atau sebidang tanah, dilupakan menentukan pula, bahwa
vang harus mengosongkan rumah dan/atau tanah itu, tidak hanya si
tergugat saja, melainkan juga setiap crang lain vang mendapat hak
menempati remah atau tanah tadi dari si tergugat.

Penerrtuan ini harus selalu disebutkan dalam dictim putusan, oleh karena
kalan ini disbaikan, gi penggugat dapat dipermainkan oleh tergugat, yang
keluar dari rumah mmaw tanah itu tetapi ketika itu juga dipersifahkan
seorang lain menempati ruangan ity dengan akibat, bahwa si penggugat
harus membikin perkara baru kontra seorang yang disuruh menempati ifu,

Permohonan banding atau permohonan kasasi yang terlambat diajukan,
jadi setelah lampau tenggang-tenggang yang ditentukan oleh undang-
undang, toh harus didapat dan diperlakukan saja, seolah-olah tidak
teriambat.

Majelis banding atau majelis kasasilah yang harus menentukan dengan
putusan, bahwa permohonan banding atau permohonan kasasi oleh karena
terlambat, tidak dapat diterima.

Hanya ada pemeriksaan verstek (diluar hadir tergugat) apabila dalam hari
sidang pertama tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah tidak datang
menghadap.

Tidaklah ada pemeriksaan versrek, apabila sidang vang periama
diundurkan, antara lain oleh karena ada lebih dari seorang tergugat dan
ada vang datang dan ada yang tidak datang maka terhadap puttusan yang
kemudian dijatuhkan oleh hakim, tidak lagi dapat diajukan perlawanan
{verzef) melainkan hanya suat perinohonan banding.

¥alau toh diadakan perlawanan {verzef) dan perlawanan ini diperiksa oleh
Hakim Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan ini adalah batal dan begitu
juga putusan yang didasarkan atas pemeriksaan itu.

Ini dapat merugikan pihak yang melawan itu, sedangkan kalau semula
dijelaskan kepadanya, bahwa ia hanya dapat memohon banding mungkin
sekali ia masih mendapat kemenangan dalam perkaranya.



10. Pensitaan pendahuluan (conservafoir beslag) menurut undang-undang
hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa
barang-barang milik tergugat akan dihamburkan, jadi a. harus ada
kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b.
harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik
sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan.

Pernah di Palembang terjadi seorang A menggugat B untuk membagi
barang-barang warisan, antara lain tanah seluas 10 km?, dan dimohon
beslag pendahuluan. Besiag dilakukan dan kemudian ternyata tanah
seluas i1 dipsgang oleh sejumlah ratusan orang yang semua merasa
berhak atas tanah itu.

Pada sidang pertarna A dan B menghadap, lantas mengadakan
perdamaian (minnelijke schikking) dimana B akan memberi 1/5 dari hasil
penjualan secara cksekusi, dari putusan. Tentunya ratusan orang yang
tersebut di atas bergerak tetapi oleh karena keterlanjuran ada beslag
niereka harus verzet terhadap beslgg. Suasana menjadi hangat, sampai
Gubernur Kepala Propinsi Sumatera Selatan dan Walikota Palembang
mengelub kepada saya.

Kebetulan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung dapat campur tangan.
Setelah berkas perkara saya periksa ternyata dalam putusan yang
memerintahkan supaya A dan B memenuhi akte perdamaian itu, beslag
tidak disahkan (van waarde verklaard), maka saya beritahukan kepada
Gubernur, Walikota dan ratusan orang itu bahwa beslag dengan
sendirinya sudah tidak ada lagi.

Peristiwa ini supaya menjadi peringatan bagi para Hakim Pengadilan Negeri
kalau menghadapi permohonan conservatoir beslag.

Jakarta, 7 November 1954
Ketua Mabhkamah Agung

ttd.
{Mr. WIRFONO PRODJODIKOROQ)
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PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN
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PADA KONPERENSI HAXKTM-HAKIM PADA BULAN DESEMBER 1955

Hal putusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan dulu, meskipun ada
perlawanan atau permohonan banding atau kasasi.
Pada Konperensi Hakim-hakim yang diadakan di bulan November 1954
di Bandung telah dikemukakan, bahwa :
a. “eksekusi bij voorraad” ini selaku kekecualian harus dibatasi pada
lkeadaan yang betul-betul memperlakukannya;
b. apabila “cksekusi bj voorraad” ini toh dijalankan, harus dimintakan
jaminan dari pihak yang menang dan minta eksekusi;
c. ujud dan jumlah jaminan tersebut terserah kepada kebijaksanaan
Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan,

Ternyata, bahwa sejak Konperensi di Bandung itu, masih saja ada
pelbagai kesulitan tentang hal ini di berbagai daerah;

Dalam hal ini oleh hakim harus ditimbang-timbang dua macam
kepentingan yang bertentangan satu sama lain dari kedua belah pihak;

Oleh karena putusan hakim ini masih belum tetap kekuatannya maka pada
umumnya kepentingan pihak yang kalah (sementara) harus dititikberatkan;

Kalau dalam hal ini ada keragu-raguan, eksekusi putusan sebaiknya
ditunda saja;

Kalau sudah ada conservatoir beslag, pada umumnya tiada alasan sama
sekali untuk eksekusi lebih lanjut;

Juga putusan hakim yang mengandung pengusiran (ontruiming)
sebaiknya seberapa boleh jangan dicksekusi bif voorraad, oleh karena pada
zaman sekarang pada umumnya dimana-mana ada kekurangan tempat
keciaman  orang, dengan akibat, bahwa seorang yang secara paksa diusir dari
suatn rumah, mungkin akan mendapat penderitaan yang tidak seimbang
dengan penderitaan dari pihak yang menang, apabila pelaksanaan putusan
hakim ditunda sehinpga ada putusan hakim yang tetap.
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Jakarta, 21 November 1954
Ketua Mahkamah Agung

ttd.
(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO)
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